BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab sebelumnya maka ada beberapa hal

pokok yang dapat disimpulkan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

6.1.1Model Dominatif

Berdasarkan hasil analisis pada hubungan dominatif dapat simpulkan
bahwa kurangnya koordinasi antara BPD dengan kepala desa. Sehingga kepala
desa lebih dominan berkuasa dalam menentukan kebijakan desa sedangkan BPD
hanya menyepakati saja segala kebijakan yang telah dibuat oleh kepala desa. BPD
juga sangat pasif hal ini disebabkan karena BPD kurang pahan dan belum ada
pelatihan yang diberikan oleh pemerintah mengenai peran dan fungsinya untuk
membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja
kerja kepala desa. Fungsi pengawasan terhadap kinerja kerja kepala desa tidak
dilakukan oleh BPD hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan BPD dalam
melakukan fungsi pengawasan. Kinerja kepala desa menjadi sangat penting untuk
diawasi karena akan berdampak pada baik buruknya penyelenggaraan tata
pemerintahan Desa Golo Lero. Kepala desa tidak memberikan laporan kinerja kerja
hal ini dikarenakan BPD tidak bersuara. jika BPD dengan masyarakat tidak

mendengar laporan keterangan mengenai kinerja kepala desa maka dampak yang



akan terjadi adalah tidak ada evaluasi dari masyarakat dan BPD terkait kinerja

kerja kepala desa selama satu tahun.

6.1.2Model Kolutif

Berdasarkan hasil analisis pada hubungan kolutif dapat disimpulkan bahwa
kapala desa dengan BPD tidak melakukan kolusi. Dan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Desa Golo Lero antara BPD dengan pemerintah desa menjalin
hubungan yang baik terlepas dari hubungan internal mereka sehingga tidak
memungkinkan untuk melakukan tindakan korupsi yang merugikan warga

masyarakat di Desa Golo Lero.

6.1.3 Model Konfliktual

Berdasarkan hasil analisis pada hubungan konfliktual dapat disimpulkan
bahwa perbedaan pendapat antara BPD dengan kepala desa dalam menjalankan
musyawarah sering terjadi ketidakcocokan hal ini dikarenakan anggota BPD bukan
berasal dari kelompok pendukung kepala desa dan pada saat musyawarah
berlangsung jarang membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang
demkratis. Perbedaan pendapat merupakan satu kesatuan yang dianggap wajar,
tentunya perbedaan pendapat tersebut dapat melahirkan suatu solusi untuk
memecahkan berbagai persoalan yang ada. Terkait masukan dari masyarakat desa

pada saat musyawarah berlangsung dapat diterima baik oleh pemerintah desa.



6.1.4 Model Kemitraan

Berdasarkan hasil analisis tentang hubungan kemitraan dapat disimpulkan
bahwa antara BPD dengan Kepala desa menjalin hubungan kemitraan. Dalam
pembahasan peraturan desa tentang RAPBDES kepala desa bersama BPD
mengadakan musyawarah. Keterlibatan BPD dalam pembahasan peraturan desa
sangat penting dimana BPD sebagai wakil masyarakat desa yang akan
menyuarakan kepentingan maasyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa. BPD
juga menyelenggarakan Musrenbangdes yang dihadiri oleh camat, pemerintah
desa, BPD, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh kesehatan dan tokoh masyarakat.
Dalam musrenbangdes Desa Golo Lero telah disepakati untuk prioritas dana desa
50% disalur kepada masyarakat Untuk bantuan pasca covid-19 dan untuk dana
yang tersisa dipakai untuk program kegiatan pembagunan fisik desa yaitu
pembukaan jalan tani dari kampung Bala menuju persawahan Doko, tembok
penahan tanah (TPT) Pekuburan lawir, TPT Natas Lawir dan TPT Natas Mongkol.
Kesepakatan hasil musrenbangdes ini ditandai dengan penandatangan berita acara
oleh kepala desa dan perwakilan perangkat desa, ketua BPD dan perwakilan

anggota serta perwakilan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan langsung di lokasi penelitian,
penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam implementasinya di desa Golo Lero
model relasi yang paling menonjol dalam hubungan kerja Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Dengan Kepala Desa di Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda
Timur Kabupaten Manggarai Timur adalah Model Dominatif dimana kepala desa

yang sangat dominan berkuasa dalam menentukan kebijakan didesa.



6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis dapat menyarankan beberapa
hal penting terkait Model hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa yang

perlu diperhatikan kedepannya, yakni:

1. Perlu adanya sosialisasi atau pelatihan khusus kepada BPD terkait tugas dan
fungsi dari BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengabdi masyarakat
sehingga hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa terlaksana dengan
baik.

2. Dalam pelaksanaan musyawarah desa perlu dibuka ruang dialog yang
seluas-luasnya. Sehingga tidak terjadi perselisihan yang mengakibatan
ketidakcocokan. Hal ini akan berpengaruh pada hubungan kerja antara BPD
dengan kepala desa. Karena hubungan kerja yang baik akan memberikan
keberhasilan dalam menjalankan suatu tugas dan fungsi yang telah

ditetapkan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan skripsi

Ayu Novita. (2018). “Relasi kepala Desa dengan BPD dalam pembuatan
rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes)
Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”

(jurnal online).

Beryl Levinger and Jean Mulroy. (2004). A Partnership Model For Public
Health:Vive Variables for Productive Collaboration,pact

Publications Washington DC.

Eko , Sutoro. (2015). Regulasi Baru Desa Baru. Jakarta: Kemitraan desa,
Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia.

Jurnal 1US, Anwar Khaeril. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa
dengan BPD menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. value 3, Nomor 8.

Jainuri. (2015). Manajemen Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Berbasis Collaborative Governance (studi
tentang manajemen kebijakan APBD tahun anggaran 2015 di
kota malang. penelitian Dasar Keilmuan, Universitas

Muhammadiyah Malang, 13-29.

Kamus Bahasa Indonesia (online).



Moch. Solekhan.(2014). Penyelenggaraan pemerintahan berbasis

partisipasi masyarakat. Malang: Setara press

Moh. Ali Hasan Taufig. (2012). Kedudukan dan Peran Badan
Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa.(studi kasus
Desa Karangkiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik).

(Skripsi).

Nasrulhaq. (2018). “Nilai dasar Collaborative Governance dalam Studi

Kebijakan Publik” (jurnal online) . value 6, Nomor 3.

Pamudji. (1985). Kerja sama antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan

Wilayah. Jakarta :Bina Aksara.

Ravi Santoso. (2017). Relasi Antar  Kelembagaan Desa Dalam
Pembangunan Infrastruktur Di Desa  Mayang Pongkai
Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun

2016. Value 4, Nomor 2.

Ria Martha. (2020). Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala
Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan
Pembangunan di Desa Paragtritis (studi kasus di Desa

Paragtritis, Kecamatan Kretek, Bantul). (Skripsi).

Ruben, B. D., & Stewart, L. P. (2006). Communication and Human

Behavior. Boston: Pearson Education.



Sugiyono. (2015). Metode penelitian kombinasi (mix methods) . Bandung:

Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel N.s. (2005). Manajemen Publik. Jakarta:PT Grasindo.

Widjaja,HAW.  (2003). Pemerintan desa dan  Administrasi.

Jakarta:Rajawali Press.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pengangkatan dan

Pemberhentian perangkat desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun

2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

PERMENDADRI No. 111 tahun 2014 tentang pedomaan teknik

penyusunan peraturan didesa.

PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan

Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha

kecil.



Wawancara dengan Bapak Kornelis H.R Landomari selaku kepala desa Golo Lero

pada tanggal 20 April 2022

Wawancara dengan Bapak Stephanus Y. Rasong selaku Sekretatis Desa Golo Lero



Wawancara dengan Bapak Hironimus Semudis selaku Kaur umum dan

Perencanaan Desa Golo Lero

Wawancara dengan Ibu Yasinta R. Mars selaku Kasi Kesra dan Pelayanan



Wawancara dengan Bapak Aldianus E. Joko BPD Desa Golo Lero



Wawancara dengan Ibu Elvi Sukaesi Endang Kadus Mongkol

Wawancara dengan Bapak Fransiskus Pance Kadus Lawir



Wawancara dengan Bapak Vinsensius Jehoba Kadus Bala

Wawancara dengan Bapak Urbanus Nurdin Tokoh Masyarakat Desa Golo Lero



PEDOMAAN WAWANCARA

1. ldentitas Responden
Nama
Umur
Jenis kelamin
Jabatan atau Pekerjaan
Pendidikan
Alamat
2. Petunjuk Pertanyaan
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak bermaksud untuk mencari
kesalahan-kesalahan pada siapapun tetapi untuk kepentingan ilmiah. Untuk
itu peneliti mengharapkan jawaban yang sesuai dengan objek yang diteliti.
3. Daftar Pertanyaan
1. Aspek dominatif
a) Apakah BPD dengan Kepala Desa bersama-sama berkuasa
dalam menentukan kebijakan desa?
b) Apakah BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala
desa?
c) Apakah BPD sering melaksanakan musyawarah dusun?
2. Aspek kolutif
a) Bagaimana proses kerja sama yang dilakukan oleh BPD dengan
Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ?

b) Apakah BPD dengan Kepala Desa saling terbuka satu sama lain?



3. Aspek konfliktual
a) Apakah dalam melaksanakan musyawarah desa sering terjadi
perselisihan pendapat antara BPD dengan Kepala Desa ?
b) Bagaimana proses daya tanggap dari pemerintah desa saat
menerima saran atau masukan dari masyarakat pada saat

musyawarah berlangsung ?
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